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ABSTRAK 

 

Tulisan ini membahas sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 
tidak diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Frasa ‘lembaga-lembaga negara 
yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945’ yang menjadi 
subjectum litis dalam sengketa kewenangan lembaga negara, membatasi lembaga-
lembaga negara yang baru hadir pasca amandemen UUD 1945 untuk mengajukan 
sengketa kewenangan ke Mahkamah Konstitusi. Padahal yang menjadi esensi dari 
sengketa kewenangan lembaga negara ialah prinsip checks and balances dan 
pemerintahan yang sistematis. Oleh karena itu, MK perlu memperluas tafsir mengenai 

lembaga negara. 

ABSTRACT 

This paper is about competence disputes of state institutions whose authority is not 
granted by The 1945 Constitution. The phrase 'state institutions whose authority is 
granted by the 1945 Constitution' which becomes subjectum litis in the competence 
disputes of states institution, limits state institutions that are only present after 
amendments to the 1945 Constitution to request competence disputes to the 
Constitutional Court. While the essence of competence disputes of states institution is 
the principle of checks and balances and systematic governance. Therefore, the Court 

needs to broaden its interpretation of state institutions. 

Keywords: competence dispute, state institutions, constitutional court 
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BAB I – PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu produk Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada 1999 – 

2004 ialah terciptanya lembaga baru dalam kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah 

Konstitusi (MK). Lahirnya MK tidak lepas dengan repositioning lembaga-lembaga 

negara yang dulunya berpatok pada MPR sebagai lembaga tertinggi negara.1 Adanya 

perubahan supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi supremasi 

konstitusi.2 Hal itu didukung dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan 

bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 

Dasar. Artinya, konstitusi memiliki peran dalam menetapkan siapa dan bagaimana 

melaksanakan kedaulatan rakyat dengan batas yang telah ditentukan konstitusi juga.3 

Konstitusi memberi MK lima kewenangan yaitu, menguji undang-undang terhadap 

Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai 

politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan.4 Menurut Harjono, dari 

kelima kewenangan tersebut fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi 

tercermin dalam dua kewenangan yaitu: (1) kewenangan untuk menguji undang-

undang terhadap UUD; dan (2) kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan 

lembaga negara (SKLN) yang kewenangannya bersumber dari UUD.5  

                                                             
1 Hamdan Zoelva. “Hubungan Mahkamah Konstitusi Dengan Lembaga-Lembaga Negara,” Jurnal 
Hukum Jentera, Edisi 11 Tahun III (Januari 2006):46-47. 
2Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi,” Jakarta: 
Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 7. 
3 Id., hlm. 8. 
4 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Setelah Amademen, Ps. 24C ayat (1). 
5 Zoelva, supra note 1, hlm. 155. 



2 
 

Antara dua kewenangan tersebut, kewenangan SKLN dapat dikatakan kurang populer 

menurut data. Menurut website MK, putusan pengujian undang-undang (PUU) dari 

2003 – 2019 berjumlah 1218 putusan dengan rincian sebagai berikut. Putusan kabul 

berjumlah 259, tolak berjumlah 431, tidak diterima berjumlah 381, tarik kembali 

berjumlah 117, gugur berjumlah 21, dan tidak berwenang berjumlah 9.6 Sedangkan 

putusan SKLN dengan rentang waktu yang sama hanya berjumlah 25 putusan dengan 

rincian sebagai berikut. Putusan kabul berjumlah 1, tolak berjumlah 3, tidak diterima 

berjumlah 16, dan tarik kembali berjumlah 5.7  

Satu-satunya putusan yang dikabulkan MK ialah Putusan SKLN Nomor 3 Tahun 2012. 

Para pihak dalam perkara ini ialah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pemohon 

dan Pemerintahan Daerah Papua sebagai termohon. Kewenangan yang 

dipersengketakan ialah tahapan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang 

kewenangannya berada pada tingkat kebijakan pelaksanaan norma undang-undang. 

Hal ini tentu sedikit ‘menggelitik’, sebab seharusnya MK hanya memutus sengketa 

kewenangan konstitusional yang diberikan oleh konstitusi. Selain itu, MK 

memerintahkan pemohon untuk mengesahkan pasangan calon yang telah diverifikasi 

Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).8 Sebelum membahas lebih jauh 

problematika dalam SKLN, apa itu SKLN? 

Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2006 (PMK 8/2006) tentang 

Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, 

sengketa adalah perselisihan atau perbedaan pendapat yang berkaitan dengan 

                                                             
6 Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang, Mkri.id, diakses pada 10 Maret 2019, 
https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4. 
7 Rekapitulasi Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, Mkri.id, diakses pada 10 Maret 2019, 
https://mkri.id/index.php?page=web.RekapSKLN&menu=4. 
8 Putusan Mahkamah Konstitusi, Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) dengan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua, No. 3/SKLN-X/2012. Pemohon: Komisi 
Pemilihan Umum, 16 April 2007, hlm. 178. 

https://mkri.id/index.php?page=web.RekapSKLN&menu=4
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pelaksanaan kewenangan antara dua atau lebih lembaga negara. Lembaga negara 

yang dimaksud dalam PMK ini ialah Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, MPR, Presiden, Badan Pengawas Keuangan, Pemerintahan Daerah, dan 

lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.9  Hal ini 

menimbulkan pertanyaan bagi penulis, mengapa SKLN dirancang limitatif? Padahal 

dari data MK sendiri menunjukkan ada beberapa lembaga negara yang menemukan 

sengketa kewenangan. Akan tetapi, tidak menemukan saluran penyelesaian karena 

ada batasan ini. Seperti halnya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Komisi 

Pemilihan Independen (KPI) Gubernur, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Bupati, dan 

DPRD Kabupaten.10 Apabila terjadi konflik lembaga negara yang kewenangannya 

dalam tataran peraturan perundang-undangan, ke mana lembaga ini harus pergi? 

Penulis sudah melakukan pemeriksaan awal pada Buku VI tentang Kekuasaan 

Kehakiman Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 pada 1999 – 2004, namun 

tidak menemukan penjelasan yang memadai. 

Menurut buku yang berjudul Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar-

lembaga Negara, ada 10 lembaga negara dibentuk dan diberikan kewenangan oleh 

undang-undang. Adapun kesepuluh lembaga negara tersebut sebagai berikut. 

1) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM); 

2) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); 

3) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI); 

4) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU); 

5) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR); 

                                                             
9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Sengketa Kewenangan Konstitusional 
Lembaga Negara, Ps. 2. 
10 Hasil penelusuran penulis terhadap Putusan SKLN di website MK. 
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6) Komisi Nasional untuk Anak (Komnas Anak); 

7) Komisi Kepolisian; 

8) Komisi Kejaksaan; 

9) Dewan Pers; 

10)  Dewan Pendidikan.11   

Ada sebuah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang 

pernah mengajukan SKLN ke MK, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada 2006. 

Dalam hal ini KPI merasa terhalangi dalam wewenangan pemberian izin 

penyelenggaraan penyiaran dan pembuatan aturan dalam hal penyiaran. 

Sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2002 Tentang Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia ialah lembaga negara. Dalam 

Putusan SKLN Nomor 30 Tahun 2006, permohonan KPI tidak diterima atau (niet 

ontvankelijk verklaard). Hal ini dikarenakan KPI tidak memiliki legal standing atau tidak 

memenuhi subjectum litis maupun objectum litis sebagai persyaratan berperkara 

SKLN di MK. MK berpendapat bahwa KPI tidak disebutkan apalagi diberikan 

kewenangan oleh UUD 1945.12 

Walaupun hingga saat ini baru beberapa lembaga negara – yang kewenangannya 

diberikan oleh undang-undang – yang mengajukan SKLN ke MK, bukan berarti tidak 

ada kemungkinan lembaga negara lainnya tidak mengalami SKLN. Kejadian ini akan 

mungkin terjadi dan belum ada mekanisme penyelesaiannya. Hal ini penting, seperti 

yang dikatakan Alwi Dahlan “banyak lembaga negara … yang mempunyai 

                                                             
11 Firmansyah Arifin dkk, “Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara,” 
Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) Bekerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia (MKRI), 2005, hal. 86. 
12 Putusan Mahkamah Konstitusi, Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI) dengan Presiden Republik Indonesia qq Menteri Komunikasi dan Informasi, No. 
30/SKLN-IV/2006. Pemohon: Komisi Penyiaran Indonesia, hal. 70. 
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kewenangan mempengaruhi kehidupan bernegara secara substansial ternyata juga 

dapat dibentuk tanpa mengacu pada UUD...”13 

Oleh karena keberadaan lembaga-lembaga tersebut substansial, maka perlu saluran 

penyelesaian sengketa bagi lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan 

UUD 1945. Selain itu hal ini juga sejalan dengan tujuan hadirnya MK yang tertulis 

dalam penjelasan UU MK, “keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus menjaga 

terselenggaranya pemerintahan yang stabil…” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang menjadi pokok 

pembahasan ialah sebagai berikut. 

1. Apa alasan perumus Pasal 24C UUD 1945 memberikan batasan mengenai 

pihak yang dapat berperkara dalam SKLN di MK?  

2. Bagaimana penyelesaian konflik lembaga negara yang kewenangannya tidak 

diberikan oleh UUD 1945? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui secara utuh konsep penyelesaian sengketa kewenangan lembaga 

negara dari perumus Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. 

2. Mengetahui penyelesaian konflik lembaga negara yang kewenangannya tidak 

diberikan oleh UUD 1945. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan salah satu 

kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu sengketa kewenangan lembaga negara di 

                                                             
13 Id, hal. 64-65. 
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Indonesia. Terkhusus mengenai lembaga negara yang dapat menjadi pihak dalam 

SKLN. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi MK untuk menata 

kembali konsep lembaga negara dalam SKLN yang masih terbatas.    

E. Kerangka Pemikiran 

1. Pemisahan Kekuasaan dan Checks and Balances 

Pemisahan kekuasaan kerap kali dikaitkan dengan trias politica. Konsep ini 

dicetuskan oleh John Locke dan Montesquieu. John Locke dalam bukunya yang 

berjudul Two Treatises on Civil Government mengatakan bahwa kekuasaan negara 

perlu dibagi menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan federatif.14 

Pemikiran tersebut dikembangkan oleh Montesquieu, dengan menyatakan bahwa 

kekuasaan negara seharusnya dibagi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif 

(federatif dimasukkan dalam kekuasaan ini), dan yudikatif.15 Alasan mengapa 

kekuasaan tidak dapat dipegang oleh satu badan sebab akan terjadi tindakan 

kesewenang-wenangan dari penguasa dan tidak ada kemerdekaan.16 Oleh karena itu, 

kekuasaan negara perlu dipegang oleh badan-badan yang terpisah. Akan tetapi, hal 

ini dibantah oleh Mac Iver yang menyatakan bahwa “The absolute separation of 

powers prescribed by Montesquieu is obviously impossible.”17 Hal ini sejalan dengan 

pendapat H. J. Laski dalam bukunya yaitu A Grammar of Politics yaitu “The separation 

of functions need not imply…. a complete separation of personal.”18  

Konsep pemisahan kekuasaan yang dianut UUD 1945 berdasarkan prinsip checks 

and balances.19 Artinya, setiap kekuasaan negara dalam melaksanakan 

                                                             
14 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 282. 
15 Id, hlm. 282-283. 
16 Id, hlm. 283. 
17 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik (Yogyakarta: Eresco, 1971), hlm. 65.  
18 Id. 
19 Jimly Asshiddiqie, Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 
hlm. 10. 
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kekuasaannya dapat mengimbangi masing-masing kekuasaan yang ada.20 Agar tidak 

terjadi penyalahgunaan kekuasaan ataupun kebuntuan dalam hubungan antar-

lembaga negara.21 

2. Konsepsi Lembaga Negara 

Menurut Hans Kelsen, “whoever fulfils a function determined by the legal order is an 

organ.”22 Sejalan dengan itu, Moh. Kusnardi dan Bintan Saragih pun menyatakan 

bahwa “lembaga negara adalah institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan 

fungsi negara.”23  

Ada bermacam-macam penggolongan lembaga negara menurut para ahli. 

Penggolongan lembaga negara yang klasik dari George Jellinek, lembaga negara 

dibagi menjadi dua. Pertama, lembaga negara utama atau main’s state organ yaitu 

organ negara yang dibentuk oleh konstitusi. Kedua, lembaga negara penunjang atau 

pendukung (auxiliary organs) yaitu lembaga negara yang dibentuk untuk mendukung 

lembaga negara utama – eksekutif, legislatif, yudikatif.24  

Berbeda dengan Jellinek, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa suatu lembaga dapat 

dikatakan lembaga negara apabila dibentuk oleh dan untuk negara. Berlaku 

sebaliknya, apabila lembaga dibentuk oleh dan untuk masyarakat, jadi lembaga 

masyarakat. Mengatakan lembaga negara hanya pada doktrin trias politica, sudah 

tidak relevan mengingat perkembangan lembaga negara yang cukup pesat.25 

                                                             
20 Jimly Asshiddiqie, Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Perspektif Perubahan UUD 1945 
(Jakarta: Majalah Hukum Nasional, 2007), hlm. 5. 
21 Id. 
22 Arifin dkk, supra note 10. 
23 Id, hlm. 30.  
24 Luthfi Widagdo Eddyono, “Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah 
Konstitusi,” Jurnal Konstitusi, Edisi 7 Tahun III, (2010): 17. 
25 Id, hal. 18 
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Menurut Achmad Roestandi, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 

ada 30 lembaga.26 Sementara menurut Jimly Asshiddiqie, ada 34 organ yang disebut 

oleh UUD 1945.27 

F. Metode Penelitian 

a. Metode Kualitatif 

Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang berkaitan dengan teks.28 Metode 

kualitatif dijadikan pilihan karena proses pencarian data akan banyak pada mengkaji 

beberapa perundang-undangan yang berkaitan dengan SKLN dan wawancara 

kepada perumus Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Perundang-undangan yang akan 

dikaji ialah UUD 1945, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, PMK 8/2006, 

dan putusan-putusan SKLN yang diputus MK. Selain itu, wawancara akan dilakukan 

kepada Maria Farida selaku mantan Hakim Konstitusi yang pernah menangani 

perkara SKLN di Mahkamah Konstitusi.  

b. Metode Pengumpulan Data 

Dalam hal pengumpulan data, penulis akan mencari data di Perpustakaan Daniel S 

Lev, Perpustakaan Fakultas Hukum UI, Perpustakaan Mahkamah Konstitusi dan 

beberapa perpustakaan lain. Adapun rincian data yang akan penulis tinjau ialah 

sebagai berikut. 

a. Bahan Hukum Primair 

Bahan hukum primair ialah bahan-bahan yang berkaitan langsung dengan rumusan 

masalah yang ditelaah.29 Adapun bahan hukum primair yang dimaksud ialah, UUD 

                                                             
26 Id, hal, 20-22. 
27 Id, hal. 22-24. 
28 John W Creswell, “Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran,” 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm, 245. 
29 Amirudin dan Zainal Asikin, ”Pengantar Metode Penelitian Hukum," (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2012). 
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1945, Buku VI tentang Kekuasaan Kehakiman Naskah Komprehensif Perubahan UUD 

1945 pada 1999 – 2004, UU Mahkamah Konstitusi, PMK 8/2006, dan beberapa 

putusan SKLN. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder ialah segala bahan yang memperjelas bahan hukum 

primair.30 Bahan hukum sekunder yang dimaksud ialah buku, makalah hasil seminar, 

artikel, surat kabar, dan jurnal yang berkaitan dengan lembaga negara, MK, dan 

SKLN. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier ialah bahan yang mendukung data primer dan sekunder.31  

Penulis akan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum ataupun 

bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan. 

G. Sistematika Penulisan 

BAB I - Pendahuluan 

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan latar belakang masalah yang akan diteliti 

yaitu problematika dalam SKLN, tujuan dan manfaat dari penelitian ini. 

BAB II - Original Intent dan Perkembangan SKLN di Indonesia 

Penulis akan menjabarkan perkembangan SKLN dan hasil temuan mengenai 

‘lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945’. Awalnya, penulis 

akan menjelaskan konsep SKLN secara umum, membedah original intent 

pembahasan SKLN dalam Buku VI tentang Kekuasaan Kehakiman Naskah 

                                                             
30 Id. 
31 Id. 
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Komprehensif Perubahan UUD 1945 pada 1999 – 2004, dan menjabarkan 

perkembangan SKLN di Indonesia. Setelah itu, penulis menjabarkan penafsiran-

penafsiran mengenai lembaga negara yang dimaksud UUD 1945. 

BAB III – Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang 

Kewenangannya Tidak Diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai kewenangan SKLN yang dimiliki 

MK dan membandingkannya dengan MK Korea Selatan. Setelah itu, penulis akan 

menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu penyelesaian SKLN yang 

kewenangannya tidak diberikan oleh UUD 1945. Dalam menjawab masalah ini, 

penulis akan menggunakan pendekatan perbandingan dengan negara lain. Penulis 

memilih negara Korea Selatan  

Bab IV – Kesimpulan dan Penutup 

Dalam bab ini, penulis akan membuat kesimpulan dan saran atas rumusan masalah 

yang ada.  

  


